BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian yang dibuat sebagai jawaban

atas permasalahan dan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1.

5.2 Saran

Status hukum kepemilikan aset oleh pihak ketiga yang dirampas melalui putusan
pengadilan disni, dapat dikatakan semua bergantung mutlak terhadap putusan hakim,
terdapat barang bukti yang disita atau dirampas tersebut. Jika memang dalam putusan
tersebut harus dirampas untuk negara, maka tidak lain aset tersebut beralih
kepemilikannya menjadi milik negara. Maka dari itu hakim harus bisa teliti dalam
menilai aset — aset yang dirampas tersebut demi kepentingan hak orang — orang yang

tidak memiliki kaitan akibat hukum.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik Hal ini berkaitan dengan
penggunaan upaya hukum UU Tipikor untuk mengganti kerugian keuangan yang
diderita negara. Tujuan penyitaan aset bukan untuk merampas harta milik tersangkut
karena tidak dapat memberikan jaminan hukum kepada pihak lain yang dirugikan
paling besar. tidak bersalah atau bertindak jujur. Dalam hal ini, pengadilan tidak boleh
tertipu dalam menjatuhkan pidana kepada pihak ketiga, karena kesalahan pidana
didasarkan pada mekanisme in personam (hanya terhadap orang yang didakwa). pihak-
pihak yang dirugikan akibat harta benda yang disita dan disita. Selanjutnya, paling
lambat dua (dua) bulan setelah putusan pengadilan dalam sidang umum, pihak ketiga
yang harta kekayaannya harus disita juga dapat mengajukan surat protes kepada
pengadilan yang bersangkutan atas barang yang diperolehnya dengan itikad baik
dengan disertai bukti-bukti. kebalikan

Berdasarkan hasil yang disajikan, penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai

berikut:
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1. Untuk mengembalikan barang atau usaha yang disita dalam kasus tindak pidana
korupsi, sistem hukum di negara kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang
memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menunjukkan itikad baik terhadap
perusahaan atau barang yang disita. . miliknya. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga
yang beritikad baik dalam keadaan ini: untuk dapat menuntut kembali produk atau
usahanya, harus dapat memperoleh putusan pengadilan yang mempertimbangkan
bukti-bukti yang diberikan oleh pihak ketiga yang beritikad baik dan mengedepankan
keadilan dan kepastian hukum.

2. Reformasi hukum harus diterapkan pada kebijakan hukum pidana untuk memberikan
perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan adanya RUU
KUHAP dalam keberadaan hakim pemeriksa pendahuluan dan juga RUU perampasan
aset bisa menjadi langkah untuk menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga
beritikad baik. Khususnya juga dari konsep pengajuan upaya hukum keberatan dalam
meperoleh kembali aset atau perusahaanya bisa lebih optimal dalam penerapannya
demi menjaga rasa keadilan bagi pihak ketiga beritikad baik, memerintahkan pihak
ketiga yang beritikad baik agar haknya atas repatriasi aset tersebut diakui. Selain itu,
penulis menawarkan beberapa ide di sini. Setelah pengadilan memilih untuk menyita
seluruh kekayaan perusahaan dari tindak pidana korupsi, maka pihak ketiga yang
kekayaannya harus disita oleh negara dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan

dengan penanaman modal juga dapat mengajukan perkara perdata.
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